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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGAD]LAN NEGERI SAMPIT
NOMOR : W16.U,17KPN/OT.01.3/SKn/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIU KE - 3 INDIKATOR KINIRJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Menimbang

KETUA PENCADILAN NEGERI SAMPIT

a. Bahwa untuk meiaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Perafuran Menteri

PerdayaSunaan Aparatur Negara dan Reformasi Etokrasi Nomor

PEF709/I\,'I.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Pmetapan Indikator

Kinega Utama di Lingkungan IrLstansi P€merintah;

b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keparriteraan dan

Kes€kretaiatan Pemdila4 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Indikator Kine4a Utama (IKU) PenSadilan Negeri Sampit;

c- Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pemban8unan JanSka

Menentah (RPJM) Tahun 2010 - 20L4, dan dimulai Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2015 - 2019 maka

Mahkamah A81ln8 perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk

penyempumaan lndikator Kineia Utama (lKU);

d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua PenSadilan TinSd Palangka Raya

Nomor W]GU/12721OT.0111X12017 tanttal 25 September 2017 perihal

Tindak Laniut Konsolidasi Sistem Akuntabilitas Kineia lnstansi

Pemerintah (SAKIP), maka perlu diiakukan l'enyesuaian terhadap

lndikator Kine4a Utama (IKU) PenSadilan Neteri Sampit mengacu pada

Matrik lKU yanS sudah ditetapkan oleh MallGmah Agung Republik

Indonesia;

e. Bahwa berdasarkan pertimbanSan seba8aimana dimaksud dengan huruf
a, b c dan d maka perlu mereviu lndikator Kineia Utama (lKt')
Pengadilan Negeri Sampit.

1. Undang-UndanS Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

2. Undant Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah A8un8 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

UndanS-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undant-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahlm i986 tentant

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan dltambah denSan

Undang-UndanS Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kineia lnstansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri NeSara PendayagLrnaan Aparatur NeSara dan

Reformasi Birokasi Nomor PEIV09/M.PAN/052007 tentang Pedoman

Umum Penetapan lndikator Kineia Utama;

6. Peratlrran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birckrasi Nomor PER/20/M.IJAN/11/2008 tentang Pedoman

Penlusunan lndikator Kine4a Utama;

Mengingat



7 Peraturan Mahkamah Atunt Nomor 7 Tahun 2015 t€ntan8 Ortanisasi

dan Tata Keria Kepaniteraan dan Keseketaritan Peradilan-

1- Surat keputusan K€tua Mahkamah ABunS Republik lndonesia Nomor
192,4(MA/SK,4(I/2016 tentang Penetapan Reviu Indikatoi Kinerja Utama

Mahkamah Agung Republillndonesia;

2. Surat Ketua PenSadilan Ting8i Palan8ka Raya Nomor
W16.U2l1T34lOT.O1.2lx[,/m17 penhal Penyampaian LKjIP Ta]'un 2017

dan Dokum€n Per,anjian Kine4a Ta]'un 2018.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan

Menetapkan

PERTA]\IA Indikator Kinerja Utama PenSadilan Ne8eri Sampit men8alami perubahan

Kine.ja Utama sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti/ transparan dan Akuntabel,

Indikator Kinerjanya terdiri dari :

a) Persentase si$a perkara yang diselesaikan perkara Pidana dan

perkara Perdata;

b) Persentas€ perkara Pidana dan Perdata yant diselesaikan tepat

c) Pers€ntase penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata;

d) Percentas€ perkara yant Tidak M€ntajukan Upaya Hukum berupa

bandin& Kasasi dan Peniniauan Kembali;

e) Pers€nta6e perkara Pidana Anak yanS disele$aikan dengan Diversi;

0 lndex responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

p€radilan

2. Penifltkatan Efektiitas Pengelolaan Penyelesaian P€rkara, Indikator

Kiner,anya terdin dari :

a) Persentas€ isi putusan yant diterimaoleh para pihak tepat waktu;

b) Pe6entase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;

c) Percentase berkas perkara yaflB diaiukan Bandin& Kasasi, dan

Peninjauan Kembali secara lenSkap dan tepat waktu,

d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yanS dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah

diputus.

3. Menintkatnya Akes PeGdilan bag Masyarakat Miskin dan

TerpingSirkan Indikator Kine4anya terdiri darl :

a) Persentase Perkara Prodeo yanS dis€lesaikan;

b) Persentase Perkara yanS diselesaikan di lua, fuun8 Pmgadilan,

c) Persentase Pencari Kea&lan Golongan Te entu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Menintkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PmSadilan Indikator

Kineianya terdiri dari :

a) Percentas€ Putusan Perkara Perdata yant ditindaklanjuti

(dieksekusi).

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT TENTANG
PENETAPAN REVIU KE.3 INDIKATOR KINER'A UTAMA
PENGADILAN NECERI SAMPIT.



KEDUA

KETIGA

K EII M PAI'

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pentadilan Neteri Sampit Nomor

W16.UA4,K.PNls,(Jl0l2ol7 tanggal 10 Oktober m17 tentan8 Reviu ke3
Penetapan tndikator KinerF Utama PenSadilan NeSeri Sampit Kelas lB.

Selanjutnya lndikator Kinerja Utama (lKU) PenSadilan NeSeri Sampit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan

yang digunakan pada I'engadilan Negen Sampit untuk mereviu rencana

strategis/ menetapkan rencana kineqa tahunar! men,usun dokumen

penetapan kine4a, menyusun laporan kineia instansi pemerintah serta

melakukan evaluasi pmcapaian kinerja.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikem(dian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebaSaimana mestinya.

di Sampit

Pada 2018

].IECERI SAMPIT,

19540503 199212 1001

v



LAMPIRAN SURAT l(EPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT
Nomor : W16.UZ17KPN/0T.01.3/5KI/2018
Tanggal : o2Ianuari 2018

T€ntang : R€viu Ke-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sampit

REVIU KE _ 3 PENETAPAN INDIXATOR KINERJA I,ITAMA PENGADILAN NECERI SAMPTT

NO, KINIJIUA UTAI\{A ruNJELASAN
PENANCCUNG

,AWAB
SU}TBIR D-{TA

P€rsentas€ sisa pertara yang dis€l€saikan
- Perdata

- Pidana

,umlah sisa perkara yang diselesaikan
x lm'r,

Jumla}l sisa pcr|rra yang harus di$bsaikan

Sisa perkara : sisa Ferkara tahlm sebelufimya

taporan Bulannn

b. Persentase pcrkara :

- Pidan
yanS diselesailan tepat waktu

Jumlah prkara yang diselesaikan tahun berjalrn
r 100'X,

Jumlahprkara yang ada

Catntan i

. Itrbandin8an junrlah pcrkara yang disrtcsaikan dlngan perlara
ynnS harus disclesaikan (sisa awal tahun danperkara yanS masuk)

. Iumldh p(rkara yan8 ada = jurnlah perkara yang diterimn tahun
bcrjalan ditambah sisa perkara tahun s€belurnnya

. Pcnyclcsaian pcrkara tepat waktu = f,erkara l/an8 disclesailan
tahun bcrjalan

Tn.l - Tn
x 1m'6

Tn.1
Tn - sisa perkan tahun beialan
Tn.l - Sisa Perkara tahun sebelunmya

Catatan :

Siia perlara adalah perlara yana belun diputus pada tahtm berialan

Laporan Ar anan dan

Lrp(,ri Eulalm dan
Lafxran Tahunan

d. Pe.sentase perkara yan8 ti&k mengaiulan
Upaya Hu-kl,m :

- Banding
- (asasi

ftrbandin8an p(rkara !'an8 tidak men8aiulan upaya hukum
\ 100'r,

Jumlah I'utusan Pnkara

laporan BulaMn

taporan Tahunan

Terwuiudnya ftoses

Peradilan yanS Pasti,

Transparan dan Akwlabel

L

INDIIC{TOR KINERJA

c. Persenlasp p€nunman sisa perkara :
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Miskin dan Tcrpinggirknn Catatan:
I+rma No. 1 Tahun 2014 tentarig Pcdoman Pemb€rian Layanan Hulum
bagi Masyarakat Tidak M,,mpu di Pengadilan

b. Persentase pcrkara yang diselcsaikan di
luar Ci:dtulg I'engadilan

Jumlah perkam yang dis('le$ikan diluar
CedunS Pengadilan

\ 100'r

lunlah perlera yang seharusn),a
dis€lcsaikan diluar grdun8 penBadilan

. Perma No. 1 Tahun 2014 tcntang Pedoman Pembcriar L.ynnnn
Hukum baSi Masyarakat Tidal Mampu cti I'mSadilan

. Di luar Sodung p.n8adilan adalah p(rknra yanS diselesailan di luar
lantor pcngndilan (zfttin8 plaatz, sidang k€lilinS rniupun B(dung,
Eeduns Lrinnyr)

Laporan Bulanan
dan

P€rsentase Perrari Keadilan Gn(n8an
Tcrltntu yant mcndapat Layanan Bantuan

Hulum (Po6bakum)

JurJah pencari keadilan Solc.r8an terlentu
yang rn€ndapatkan layanan bantuan hukum

x lff)r,
Jumlah Pencan Kcadilan Grongnn tert.'nhr

. Perha No. I Tahun ml4 Entang Ptdoman Pcmbcdan Ldydnan
Hululn bagl Masyamkat Tidak Mampu diPengadilair

. G)lon8an knonhr yal<ni rusycralat miskin dan lcrpinSgirkan
(m.ariinal)

Laporan Bulanan
dan

t aporan Tahunan

{ Mcningkatsrya

rerhadap

l']enBadilan

Kepatuhan P€rsentasD P tusan Pcrkara Perdata yang

ditindaLtarluti (dicksekusi)
,umlah putus.rn yan8 ditindaklaniuti

x I tro',;

,umlah putusan perk rd yanS flrdah BHI
Catatan:
BHT : berk€kuatan hukum tctap

taporan Bulanan

dan
L.lporan Tahunrn

NEGERI SAMPIT,

1992't21 001


